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RINGKASAN

Praktik self-preferencing oleh platform digital sebagai bentuk
penyalahgunaan posisi dominan dalam perspektif hukum persaingan usaha
Indonesia dan Jerman. Self-preferencing merupakan praktik ketika platform
digital memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap produk
atau layanan miliknya sendiri dibandingkan produk atau layanan pesaing
yang menggunakan platform tersebut. Praktik ini banyak ditemukan pada
pasar digital karena platform tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan,
tetapi juga sebagai pelaku usaha yang bersaing dalam pasar yang sama.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang secara
eksplisit mengatur praktik self-preferencing dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan
menyulitkan penegakan hukum terhadap perilaku anti-persaingan yang
dilakukan oleh platform digital. Sebaliknya, Jerman telah mengembangkan
instrumen hukum yang lebih adaptif melalui Pasal 19a Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschrdinkungen (GWB) yang memberikan kewenangan kepada
Bundeskartellamt untuk mengawasi dan melakukan intervensi terhadap
perusahaan digital yang memiliki kekuatan pasar signifikan. Rumusan
masalah penelitian ini (1) bagaimana bentuk self-preferencing sebagai
penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha Indonesia
dan Jerman; dan (2) bagaimana efektivitas pengaturan Indonesia dan Jerman
dalam menangani praktik self-preferencing. Penelitian menggunakan metode
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-preferencing dapat
dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan karena
memungkinkan platform digital mengutamakan produk atau layanannya
sendiri melalui manipulasi peringkat pencarian, pengutamaan layanan
internal, penggunaan data pelaku usaha lain, dan berbagai bentuk perlakuan
diskriminatif lainnya. Praktik tersebut berpotensi menghambat akses pasar,
mengurangi persaingan, serta merugikan pelaku usaha yang bergantung pada
platform digital. Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan praktik self-
preferencing masih bergantung pada interpretasi Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Sementara
itu, Jerman telah mengembangkan pendekatan yang lebih progresif melalui
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Pasal 192 GWB yang memungkinkan Bundeskartellamt melakukan
intervensi secara preventif terhadap platform digital sebelum timbul kerugian
nyata terhadap persaingan usaha. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa
efektivitas pengaturan hukum persaingan usaha Indonesia dalam menangani
praktik self-preferencing masih lebih rendah dibandingkan dengan Jerman
karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur praktik
tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi hukum persaingan
usaha di Indonesia melalui pengaturan khusus mengenai self-preferencing,
penguatan kewenangan KPPU, serta pengembangan mekanisme pengawasan
yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.
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ABSTRAK

Kata Kunci : self-preferencing, posisi dominan, platform digital, hukum
persaingan usaha, Indonesia, Jerman.

Praktik self-preferencing merupakan perilaku platform digital yang
memberikan perlakuan istimewa terhadap produk atau layanan miliknya
sendiri dibandingkan produk atau layanan pesaing yang menggunakan
platform yang sama. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, praktik ini
berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan posisi dominan karena dapat
menghambat akses pasar, menurunkan tingkat persaingan, dan merugikan
pelaku usaha lain. Di Indonesia, praktik self-preferencing belum diatur
secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga
penanganannya masih bergantung pada interpretasi ketentuan
penyalahgunaan posisi dominan dalam Pasal 25. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bentuk self-preferencing sebagai penyalahgunaan posisi
dominan dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Jerman serta
membandingkan efektivitas pengaturan kedua negara dalam menangani
praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan  konseptual (conceptual approach), dan pendekatan
perbandingan hukum (comparative approach). Bahan hukum yang
digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik self-preferencing merupakan
bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh platform
digital yang memiliki peran ganda sebagai penyedia layanan sekaligus
pelaku usaha yang bersaing dalam ekosistem yang sama. Bentuk praktik
tersebut antara lain manipulasi hasil pencarian, pemberian peringkat yang
mengutamakan produk sendiri, penggunaan data pihak ketiga secara
eksploitatif, dan pemberian akses yang lebih menguntungkan terhadap
layanan milik platform. Di Indonesia, praktik self-preferencing belum diatur
secara khusus sehingga penegakannya masih bergantung pada penerapan

viil



Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebaliknya, Jerman telah
mengatur praktik tersebut secara lebih progresif melalui Pasal 19a Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschrdnkungen (GWB) yang memberikan kewenangan
kepada Bundeskartellamt untuk melakukan intervensi preventif terhadap
perusahaan digital yang memiliki signifikansi utama terhadap persaingan
lintas pasar.

Efektivitas pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam
menangani praktik self-preferencing masih tergolong rendah dibandingkan
dengan Jerman. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang
secara  eksplisit mengatur larangan self-preferencing, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum dan keterbatasan dalam penegakan
hukum. Sementara itu, Jerman telah menerapkan pendekatan preventif
melalui Pasal 19a GWB yang memungkinkan intervensi dini terhadap
platform digital sebelum terjadinya kerugian nyata terhadap persaingan.
Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembaruan regulasi hukum
persaingan usaha dengan mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif
terhadap perkembangan ekonomi digital guna meningkatkan kepastian
hukum dan efektivitas pengawasan terhadap platform digital.
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ABSTRACT

Keywords: self-preferencing, dominant position, digital platform, antitrust law
Indonesia, Germany.

Self-preferencing is a practice by digital platforms that gives preferential treatment
to their own products or services over those of competitors using the same platform.
From a competition law perspective, this practice has the potential to constitute an
abuse of a dominant position because it can hinder market access, reduce competition,
and harm other businesses. In Indonesia, the practice of self-preferencing is not
explicitly regulated under Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic
Practices and Unfair Competition, consequently, its regulation still depends on the
interpretation of the provisions regarding the abuse of a dominant position in Article
25. This study aims to analyze the form of self-preferencing as an abuse of a dominant
position under Indonesian and German competition law and to compare the
effectiveness of the regulatory frameworks in both countries in addressing this
practice. This study is a normative legal study employing the statutory approach, the
conceptual approach, and the comparative law approach. The legal materials used
consist of primary, secondary, and tertiary sources, which were analyzed
prescriptively.

Research findings indicate that self-preferencing is a form of abuse of a dominant
position by digital platforms that play a dual role as both service providers and
competing businesses within the same ecosystem. Examples of such practices include
manipulating search results, prioritizing their own products in rankings, the
exploitative use of third-party data, and granting more favorable access to the
platform’s own services. In Indonesia, self-preferencing practices have not yet been
specifically regulated, so enforcement still relies on the application of Article 25 of
Law No. 5 of 1999. In contrast, Germany has regulated these practices more
progressively through Section 19a of the Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrdnkungen
(GWB), which grants the Bundeskartellamt the authority to take preventive action
against digital companies that have significant market-spanning competitive
influence.

The effectiveness of Indonesia’s competition law in addressing self-preferencing
practices remains relatively low compared to Germany. This is due to the absence of
regulations that explicitly prohibit self-preferencing, which creates legal uncertainty
and limits enforcement. Meanwhile, Germany has implemented a preventive approach
through Section 19a of the GWB, which allows for early intervention against digital
platforms before actual harm to competition occurs. Therefore, Indonesia needs to
update its competition law regulations by adopting an approach that is more adaptive
to developments in the digital economy in order to enhance legal certainty and the
effectiveness of oversight of digital platforms.
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